BUPATI BINTAN
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BINTAN

NOMOR 4 TAHUN 2014
TENTANG

PENGARUSUTAMAAN GENDER DALAM PEMBANGUNAN DIDAERAH

Menimbang:

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BINTAN,

a. bahwa dalam rangka meningkatkan kedudukan, peran dan

kualitas Perempuan serta menjamin hak yang sama antara
perempuan dan laki-laki untuk menikmati hak-hak warga
negara di bidang ekonomi, sosial budaya, politik dan hukum
sebagai upaya mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender
dalam pembangunan, diperlukan pengarusutamaan gender
sehingga dapat berperan serta dalam proses pembangunan;
bahwa pengarusutamaan gender merupakan strategi yang
efektif dalam mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender
dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa
dan bernegara yang sudah disepakati oleh masyarakat
internasional;

bahwa upaya pengarusutamaan gender perlu dilaksanakan
secara terpadu dan terkoordinasi pada seluruh satuan kerja
perangkat daerah (SKPD) dan instansi vertikal serta lembaga
non pemerintah daerah;

bahwa dengan memperhatikan Instruksi Presiden Nomor 9
Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam
Pembangunan Nasional dan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum
Pelaksanaan  Pengarusutamaan Gender di Daerah,
diperlukan landasan yuridis sebagai pedoman

pengarusutamaan gender di Kabupaten Bintan;

e.bahwa....



Mengingat

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, huruf b, huruf c¢ dan huruf d, perlu
menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengarusutamaan

Gender Dalam Pembangunan Daerah.

Undang-Undang Nomor 12 tahun 1956 tentang
Pembentukan Daerah Otonomi Kabupaten dalam
lingkup Daerah Kabupaten Sumatera Tengah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3896);

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang
Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala
Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3277);

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1999 tentang
Pengesahan Konvensi ILO Mengenai Diskriminasi Dalam
Pekerjaan dan Jabatan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1999 Nomor 57, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nornor 3836);

4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak
Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3886);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang
Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah  Tangga
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4419);

6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);



7.

10.

11.

12.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana
telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua
Atas UndangUndang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5234);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2006 tentang
Perubahan nama Kabupaten Kepulauan Riau menjadi
Kabupaten Bintan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran
Negara Tahun 2006 Nomor 140, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 4605) ;

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah,
Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4737);

13.Peraturan......



13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008
tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan
Gender Di Daerah Sebagaimana telah diubah Dengan
Nomor 67 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008
Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan
Gender Di Daerah;

14. Peraturan Daerah Propinsi Kepulauan Riau Nomor 7
Tahun 2011 tentang Pengarustamaan Gender dan

Pembangunan di Daerah.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BINTAN
DAN
BUPATI BINTAN
MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGARUSUTAMAAN
GENDER DALAM PEMBANGUNAN DI DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.
2.

Daerah adalah Kabupaten Bintan.

Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah
sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah
Kabupaten Bintan.

Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Bintan.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya
disingkat DPRD adalah adalah Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Kabupaten Bintan.

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah adalah Badan

Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bintan.

6.Pengurustamaan........



10.

11.

12.

Pengarusutamaan Gender yang selanjutnya disingkat PUG
adalah strategi yang dibangun untuk mengintegrasikan gender
menjadi satu dimensi integral dari perencanaan, penyusunan,
penganggaran,pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi atas
kebijakan, program dan kegiatan pembangunan di daerah.
Gender adalah konsep yang mengacu pada pembedaan
peran dan tanggung jawab laki-laki dan perempuan yang
terjadi akibat dari dan dapat berubah oleh keadaan sosial
dan budaya masyarakat.

Kesetaraan Gender adalah kesamaan kondisi dan posisi bagi
laki-laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan dan
hak-haknya sebagai manusia, agar mampu berperan dan
berpartisipasi dalam kegiatan politik, ekonomi, sosial budaya,
pertahanan dan keamanan dan kesamaan dalam menikmati
hasil pembangunan.

Keadilan Gender adalah perlakuan adil bagi perempuan dan
laki-laki dalam keseluruhan dari proses kebijakan
pembangunan.

Analisis Gender adalah analisis untuk mengidentifikasi dan
memahami pembagian kerja/peran laki-laki dan perempuan,
akses kontrol terhadap sumber-sumber daya pembangunan,
partisipasi dalam proses pembangunan, dan manfaat yang
mereka nikmati, pola hubungan antara laki-laki dan
perempuan yang timpang, yang di dalam pelaksanaannya
memperhatikan faktor lainnya seperti kelas sosial, ras dan
suku bangsa.

Perencanaan Responsif Gender adalah perencanaan untuk
mencapai kesetaraan dan keadilan gender yang dilakukan
melalui pengintegrasian pengalaman, aspirasi, kebutuhan,
potensi dan penyelesaian permasalahan perempuan dan
laki-laki.

Anggaran Responsif Gender (Gender Budget) adalah
penggunaan atau pemanfaatan anggaran yang berasal dari
berbagai sumber pendanaan untuk mencapai kesetaraan

dan keadilan gender.

13.Focal.....



